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TENTANG

JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN
KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

UMUM

Pada dasarnya, pengaturan mengenai pemungutan Pajak telah diatur
dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum
membedakan secara tegas mengenai jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 98 Undang-Undang tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak dengan memperhatikan aspek kemudahan, kesederhanaan, dan
pelaksanaan pemungutan Pajak yang selama ini telah dilaksanakan oleh
Daerah.

Salah satu tujuan dari Peraturan Pemerintah ini adalah untuk membantu
fiskus dan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-
masing, khususnya berkaitan dengan administrasi perpajakan daerah. Di
samping itu, dengan pengaturan ini diharapkan dapat mempermudah
Pemerintahan Daerah dalam melakukan penyusunan dan penyiapan
peraturan daerah tentang Pajak.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pajak Kendaraan Bermotor” adalah
Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor” adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan
bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan
sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan
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